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BT'PATI PIIRWORE'O
PROVIIISI JAWA TENGAII

PERATURAN BUPATI PUR\[/ORE.'O
NOMOR T{ TAHUN 2.2t,

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.'A

DINAS KEPEMUDAAN, OII.HRAGA DAN PARMISATA
KABUPATEN PURWORF^'O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURU/ORE.JO,

bahwa untuk melaksana-kan ketentuan Pasal 1O

Peraturar Daerah. Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2O2L lentaIrg Pembentukan darr Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Ke{a Dinas
Kepemudaan, Olahraga dart Pariwisata KabuPat€n
Purworejo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Ta}Iurr 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);

3. Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahal
Irmbaran Repubtik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentalg Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);
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Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembajar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Iembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengar Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahar l,embaral Negara Republik lndonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasilikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur
Perencalaan Pembangunan dar Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daeral Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Ifmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tamba}Ian lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN PURWORD'O.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adala-h Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusar

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwal<ilan
Rakyat Daerah memrrut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahal yang menjadi kewenargan Daerah otonom.
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4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga darl Pariwisata, yang selanjutrrya

disebut DINPORAPAR, adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga darr
Pariwisata Kabupaten Purworejo.

6. Kepala Dinas Kepemudaar, Olahraga dan Pa.iwisata, yang
selanjutnya disebut Kepala DINPORAPAR, adalah Kepala Dinas
Kepemudaaa, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Puiworejo.

7. Sekretariat adalah Selaetariat pada DINPORAPAR.
8. Selaetaris DINPORAPAR yang selanjutnya disebut Sekretaris,

adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olalraga dan Pariwisata
I(abupaten Purworejo,

9. Kepala Bidarg adalah Kepala Bidang pada DINPORAPAR.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas

Kepemudaan, Olalraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
I l. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan keda sebagaimala diatur
dalam peraturar perundalg-undangan tentang orga-nisasi da-n tata
keda instansi.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI ada-lah unit
pe laksana tugas teknis untuk mela-ksarakan kegiatan telimis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjarg tertentu pada
Dinas.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala
UPI, adalah kepala unit kerja pada DINPORAPAR yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas.

14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Keda yang bekeia pada
instalsi pemerintah-

15. Jabatar Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatal yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayalan fungsional yang
b€rdasarkan pada keai ian dan keterampilan tertentu.

16. Pejabat Ftrngsional adalah Pegawai Aparatu_r Sipil Negara ya_ng
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) DINPORAPAR berkedudukan di bawalr dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten e,ir-orlio.

(2) DINPORAPAR dipimpin oleh Kepala DINPORAPAR.
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Pasal 3

DINPORAPAR mempunyai tugas membartu Bupati melal<sarakan
urusan Pemerintalar Daerah bidang kepemudaal, keoLahragaan daJl
pariwisata sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi
kepemudaan, keolahragaal, pengembalgal pariwisata serta
pemasaran pariwisata dal ekonomi kreatif.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Da.lam melaksaralan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan
tungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan

dan pariwisata, yang melipuLi kepemudaan, keolalragaan,
pengembalgan pariwisata serta pemasaran pariwisata darr ekonomi
kreatif;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kelja bidang
kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, yang meliputi
kepemudaan, keolahragaan, pengembangan psriwisata serta
pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

c. pembinaal dan pengendalian teknis bidang kepemudaan,
keolahragaan dar pariwisata, yang meliputi kepemudaarr,
keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran
pariwisata dan ekonomi kreatif ;

d. penyelenggaraan pelayanan urnum bidang kepemudaar,
keolahragaan dan pariwisata, yang meliputi kepemudaan,
keolahragaal, pengembangal pariwisata serta pemasaran
pariwisata dan ekonomi kreatif;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengal
pihak lain di bidaag kepemudaan, keolahragaal darl pariwisata,
yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembalgan
pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

i penye lenggal'aan monitoring, evaluasi, darr pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang kepemudaan, keolahragaan danpariwisata, yang meliputi kepemudaan, keolahragaal,
pengembangan pariwisata serta pemasaran pa_riwisata dan ekonomi
kreatif;

h. pengelolaan sarana prasarana rekreasi dan olah raga milik
Pemerintah Daerah serta Gedung Wanita/Ganesha Convention Hall;

i. penyelenggaraan kesekretariatan DINPORAPAR;
j. penyelenggaraan tugas pembartuan; dalx
k. pelaksalaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dal fungsi.
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BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINPORAPAR, terdiri dari:
a. Kepala DINPORAPAR;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaar;
d. Bidang Otahraga;
e. Bidang Destinasi Pariwisata;
f. Bidang Penasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreati-f;
g. UPI; dan
h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi DINPORAPAR sebagaimana dima-ksud pada ayat
(l) tercantum dalam Lampiran yang merupakar bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINPORAPAR

Pasal 6

Kepala DINPORAPAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1)
huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas da-n fungsi
Dinas sebagaimara dimaksud da.lam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berada di bawah darl bertanggung jawab kepada Kepala
DINPORAPAR.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaima-na dimaksud dalam pasal Z ayat ll) mempunyai
tugas mengoordinasikal menyiapkar: penunusan kebijakan-teknis
dan meny.elenggarakan tugas Bidang seiara terpadu, melayari dan
mengendalikar administrasi, yang meliputi perCrrcal.an, lieu*rgan
serta umum da-n kepegawaian.
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Pasal 9

Dalam melaksarakan tugas sebagaimara dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyiapal perumusan kebijakan teknis;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pe ngkoordinasian penyelenggaraan pelayaran dal pengendalian

administrasi perenca-naan;
d, pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendaliarr

administrasi keuangan;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendaliarr

administrasi umum dan kepegawaian; dan
f. pelaksarlaan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Kepala

DINPORAPAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

( l) Sekrctariat, membawahkan:
a. Subbagiar Perencanaan ;
b. Subbagian Keuangan;d arr
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbaglan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perLunusan dal melaksanakan kebijakal teknis, melayani dal
mengendalikan adminisbasi bidang perencanaan, evaluasi darr
pelaporan, yang meliputi:
a. menyelenggarakar perencanaErn, penganggaran, dan evaluasi

kineda;
b. menjrusun pe{anjian kinerja; dan
c. melaksalakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

pasal 12

Subbagran Keuangan mempuryai tugas menyiapkan bahan perumusan
darl 

. 
melaksanakar kebijalar teknis, melayani dan mengendalikal.l

administrasi bidang keuangan, yalg meliputi:-a. menyelenggara_kan administrasi keuangal;
b. meny-elenggrrakan administrasi pendafratL daerah;danc. melaksa:raka:r tugas kedinasa-n l"in yirrg diberikan ot.t, Sat r"tari"sesuai dengan tugas jabatamya.
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Pasal 13

Subbagiar Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
ba-han perumusan dan melaksalakan kebijakan teknis, melayani dan
mengenda-likan administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang
meliputi:
a- menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daera]l;
d. menyediakaa jasa ;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
f. menyelenggara}an administrasi kepegawaian; dan
g melaksanakan tugas kedinasan lain yarrg diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan Dan Kepramukaan

Pasal 14

(1) Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan berkedudukan di bawah
da-n bertaaggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR.

(2) Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 15

Bidang Kepemudaan dai! Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
teknis, membina, melaksanakal, dan mengenda.likan Bidang
Kepemudaan dan Kepra:nukaal yang meliputi pengembangan
kapasitas daya saing kepemudaan dan pengembangal kapasitas
kepramukaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 15,
Bidang Kepemudaan dan Kepramukaar menyelengga:-akan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksalaal,

dan pengendalian di bidalg pengembalgan kapasitas daya saing
kepemudaan;

b. penyiapan pemmusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang pengembangaa kapasitas
kepramukaan; dal

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINPORAPAR sesuai tugas pokok dan fungsi.
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Pasa] 17

(1) Susunan Organisasi Bidang Kepemudaan darl Kepramukaal,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatar Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan, melalui
penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengal ruarg lingkup
tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidarg
Kepemudaan dan Kepramukaan.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Orgalisasi Kepemudaan Dan Kepramukaan;dan
b. Subkoordinator Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda.

(4) Subkoordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengal jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelalsana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 18

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan Dan Kepramukaan
mempunyai tugas menyiapkan ballan perumusan dan melaksanakan
kebljakan teknis serta melakukan pembinaan bidang organisasi
kepemudaan dan kepramukaan yang meliputi:
a melaksanakan pemberdayaan dan pengembalgan organisasi

kepemudaan tingkat daerah, meliputi:
l.melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan

pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui
kemitraan dengan dunia usaha;dan

2. meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan
daerah;

b. melalsalakan pembirraan dart pengembalgan organisasi
kepramukaan, meliputi:
1. melaksanakan koordinasi da:r sinkronisasi penyediaan data dan

informasi kepramukaan berbasis elektronik;
2. meningkatkan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah;
3. mengembangkan kapasitas sdm kepra:nukaan tingkat daerah;
4, penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di

daerah;
5. menyelenggarakan kegiatan kepramukaar tingkat daerah;
6. menyediakal prasarana dan sarala keprarnukaan tingkat

daerah;
7. melakukan perencanaan, pengadaan, pemanfaatal,

pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan saiana
kepramukaan tingkat daerah;

8. melakukal partisipasi da-n keikutsertaan dalam kegiatan; dan
8
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c. melaksarakar tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepata
Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan sesuai dengar tugas
jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Pemberdayaan Dan Pengembargan Pemuda
mempunyai tugas menyiapkan baian perumusan dan melaksalakal
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang orgalisasi
kepemudaan dan kepramukaan yalg meliputi:
a melaksalalan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan

peningkatar kapasitas daya saing pemuda pelopor;
b.melaksarakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan

peningkatar kapasitas daya saing wira usaha pemula;
c. melalsalakal koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan

peningkata.n kapasitas daya saing pemuda kader daerah;
d. melalsanakan pemenuhal hak setiap pemuda yalg meliputi:

pertindungar pemuda, advokasi, akses pengembangan diri,
penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskiriminatif, partisipasi
pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan
pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;

e. melal(sanakan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraarr
peLayanan kepemudaar melalui implementasi rencana aksi
daerah/ rad tingkat daerah;

f. melalcsaaakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dal sar.ana kepemudaar
kabupaten;

g. memberikal penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang
beiasa dan / atau berprestasi;

h.melaksanalan peningkatan kepemimpinal, kepeloporan dal
kesukarelawanan pemuda;

i. menyelenggarakare seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
da-n

j. melal<sanakan tugas kedinasar lain yalg diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang Olahraga

Pasal 2O

(1) Bidarg Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala DINPORAPAR.

(2) Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Olahraga.
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Pasal 21

Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
teknis, membina, melaksa-nakan, dan mengendalikan Bidang Olahraga
yang meliputi pengembangan kapasitas daya saing keolahragaal.

Pasal22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud dalam Pasal 21,
Bidang Olahraga menyelenggaral<al fungsi:
a. penyiapan p€rumusan kebijakaa teknis, pembinaan, p€laksanaan,

darl pengendaliaa di bidang pembudayaan olalraga;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaaa, pelal<sanaan,

da-n pengendalian di bidalg peningkatar prestasi olahraga; dan
c. pelaksanaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DINPORAPAR sesuai tugas pokok dar fungsi.

Pasal 23

(1) Susunan Orgadsasi Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Ayat (f) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melal(sarta](an tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Olahraga melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruarg lingkup tugasnya da-n
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a, Subkoordinator Pembudayaaa Olahraga;dan
b. Subkoordinator Peningkatar Prestasi Olahraga;

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3 )merupakal
pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk
dengar dib€rikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan pengelotaan kegiatal sesuai tugasnya masing-masing.

Subkoordinator Pembudayaan Olalrraga mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijal<an teknis serta
melalukan pembinaan bidaag pembudayaan olahraga, yang meliputi:
a- melal<sanal<an pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenargar daerah,
meliputi:
1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi darl pela_ksanaa-n

p€mbentukan darr pengembargal pusat prembinaan dan
pelatihan olahraga serta sekolah olalraga yang diselengga_rakan
olch masyarakat dan dunia usaha;

Pasal 24
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2.melal<sana}art koordinasi, sinkronisasi dan pelaksa.rraan
pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan
kompetisi oleh satuan pendidikan dasar;dan

3.melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan peLaksalaan
penyediaan sanana dal prasarana olalrraga daerah.

b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga,
meliputi :

1. melakukan staldardisasi organisasi keolahragaan;
2. mengembangkan organisasi keolahragaan;
3. meningkatkan kerja sama orgarisasi keolahragaan daerah

dengan lembaga terkait;darr
4. melakukan pemberian penghargaal bag, organisasi

keolahragaan berprestasi.
c. melaksaral<an pembinaan dan pengembangal olahraga rekreasi,

meliputi:
1. menyelenggaraka-n, pengembangal dan pemasalan festival dan

olahraga rekreasi;
2. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
3. melaksanakan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan

sanana dan prasarana olahraga rekreasi;
4. mengembangkan olahraga wisata, tantangan dan petualargan;

dan
5. melakukar pemanfaatan olahraga tradisional dalam

masyaralat.
d. melaksanal<an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidaag Kepemudaal dan Keolahragaan sesuai dengan tugas
jabatannya,

Pasal 25

Subkoordinator Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas
menyiapkan bahar perumusan dan melaksqnakan kebijalan teknis
serta melakukan pembinaan bidang peningkatan prestasi olahraga,
yang meliputi:
a. menyelenggarakan kejua.raarr olahraga tingkat daerah daerah

membina sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional,
meliputi :

1. menyelenggaraan kejuaraan ola-hraga multi event dan single
event tingkat daerah;

2. menyelenggarakan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat
daerah;dan

3. melakukal partisipasi dan keikutsertaan dalam
penyelenggaraar kejuaraan.

b. melaksanal<ar pembinaan dal pengembangan olalraga prestasi
tingkat daerah provinsi, meliputi:
1. melakukan seleksi atlet daerah;
2 mglalqkal pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan

teknologi keola_hragaan (sport science);
3. melaksanakan prembinaan dan pengembangal aUet berprestasi

daerah;
4. melaksanakar pemberian penghargaan olahraga daerah;dan
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5. melal<sa-nal<an koordinasi dan sinkronisasi penyediaar data dan
informasi sektoral olahraga.

c. melaksaaalal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaa-n sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagiar Keenam
Bidarg Destinasi Pariwisata

Pasa.l 26

(1) Bidang Destinasi Pariwisata berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR.

(2) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidarg.

Pasal 27

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkar perLrmusan
keb[jakan teknis, membina, meLa-ksanakan, dan mengendalikan Bidang
destinasi pariwisata yang meliputi pengembangan daya tarik destinasi
pariwisata dan pengembangan kawasan strategis pariwisata.

Pasal 28

Dalam melaksalakar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. penyiapan perumusan kebijalan teknis, pembinaal, prelaksanaan,
dan pengendalian bidang pengembangarr daya tarik destinasi
pariwisata;

b. penyiapan pemmusan kebijakaa, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengendalian teknis bidang pengembangal kawasan strategis
pariwisata;dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Kepala
DINPORAPAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Bidang Destinasi Pariurisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, terdiri atas Jabatan
Fungsional.

(2) Jabatan Fungsionat sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakal tugas da.Il fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi pa-riwis;ta.
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(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengembangan Daya Tarik Destinasi

Pariwisata;dan
b. Subkoordinator Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3 )merupakan
pejabat fungsional a]:li muda atau pelaksana senior yarrg ditunjuk
dengan diberikan tugas tarnbahan mengoordinasikal pelaksanaan
tugas dan pengelolaan kegiatar sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Subkoordirator Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
mempunyai tugas menyiapkan bahar perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembargaJr
daya tarik destinasi pariwisata, yang melipuLi:
a. mengelola daya tarik wisata daerah, meliputi :

1. menetapkar daya tsrik wisata daerah;
2. merencanakan pengembangan daya tarik wisata daerah;
3. melakukar pengembargar daya tarik wisata daerah;dan
4. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaal daya tarik

wisata daerah.
b. mengelola destinasi pariwisata daerah, meliputi :

1. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
2. merencanakan destinasi pariwisata daerah;
3. mengembangkaa destinasi pariwisata daerah;
4. melaksanakan pengadaan/pemeliharaar/rehabilitasi sarana darr

prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaar destinasi

pariwisata daerah;
6. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

destinasi pariurisata daerah;dan
7. melaksanakan f,enerapan destinasi pariwisata berkela-njutan

dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah.
c. melaksaaakan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Kepa_la

Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengar tugas jabatannya.

Pasal 31

Subkoordinator Pengembangan Kawasan Strategis pariwisata
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukal pembinaan bidang pengembangan
kawasan strategis pariEisata, yang meliputi:
a. mengelola kawasan strategis pariwisata daerah, metiputi ;

1. menetapkal kawasan strategis pariwisata daerah:
2. merencanakan kawasan strategis pariwisata daera_h;
3. mengembangkan kawasan strategis paris,isata daera}I;
4. melal<saaakan pengadaar/pemeliharaar/rehabilitasi sanana

dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis
pariq,isata daerah;
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5. monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis
pariwisata daerah;

6. melaksanalan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
kawasan strategis pariwisata daera-h;dan

7. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan
dalam pengelolaan kawasan strategis paricrisata daerah.

b. menetapkan taDda daftar usaha parin isata daerah daeralr, meliputi:
1. menyediakal laya-nar pendaftaran usaha pariwisata daerah;
2. melaksanakan penerbitan rekomendasi tanda daftar usala

pariwisata daerah;
3. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
4. melakukan pembinaan dal pengawasan usaha pariwisata; dan
5. melakukan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikar oleh Kepala
Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata,

Dan Ekonomi Kreatif

Pasa.l 32

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata, Surnber Daya Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif berkedudukan di bawah dan bertanggr:ng jawab
kepada Kepala DINPORAPAR.

(2) Bidalg Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Pemasaran Pafiwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekonomi
Kreatif mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijalan teknis,
membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pemasaran
Pariwisata darr Ekonomi Kreatif yang meliputi pemasaran parin isata,
pengembangan sumber daya pariwisata darl ekonomi kreatif.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaima:ra dimaksud dalam pasal 33,
Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya pariwisata dar Ekonomi
Kreatif menyelenggaral<an fu ngsi:
a. penyiapan p€rumusan kebijal<an teknis, pembinaan, pelaksanaal,

dan pengendalial di bidang pemasaran pariurisata;
b. penyiapan p:lumutsan kebrjakan teknii, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di pengembangan ekonomi kreatif; -

c. penyiapar lgrymuian kebijakan teknis, pembinaar, pelaksanaan,
dan pengendalian di pengembangan sumber daya pari sata;dan
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d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yalg diberikar oleh Kepala
DINPORAPAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (U hurul f, terdiri atas Jabatan
Fungsional.

(2)Jabatan F\ngsional sebagaimana dimalsud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan ftmgsi koordinasi serta pengelolaar
kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata, melalui penetapar sebagai
Subkoordinator sesuai denga-n ruang lingkup tugasnya dar
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pari$'isata.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoord inator Pemasaran Pariwisata;
b, Subkoordinator Pengembalgan Sumber Daya Pariwisata; dan
c. Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(4) Subkoordirator sebagaimana dimaksud pada ayat (3 )merupakan
pejabat fungsiona-l ahti muda atau pelaksana senior yang ditunjuk
dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan pengeloLaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Subkoordinator Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan
balran perumusan dan melaksanakan kebijal{an teknis serta
melakukan pembinaar bidang pemasaran pariwisata, yairg meliputi:
a menguatkan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media

lainnya baik da.lam darl luar negeri;
b. memfasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar

negeri pariwisata daerah;
c. menyediakan data dan penyebaian informasi pariwisata daerah,

baik dalam dal Iuar negeri;
d. meningkatkar: kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar.

negeri;
e. melalsanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran

pariwisata; dan
f. melaksalakan tugas kedinasal lain yalg diberikan oleh Kepala

Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas jabatannya.
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Pasal 37

Subkoordinator Pengembalgan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif, yang meliputi:
a. menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang lseatif/kota kreati|

sebagai ruang berekspresi, b€rpromosi dar berinteraksi bagi insan
kreatif di daerah, yang meliputi mengembangkan dan merevitalisasi
prasarana kota kreatif;

b. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, meliputi :

1. melaksanakanpengembargan riset;
2. melaksanakanpengembangalpendidikar;
3. memfasilitasi pendanaar dan pembiayaan;
4. menyediakarinfrastruktur;
5. mengembangkan sistem pemasarar;
6. melakukal pemberial insentif;
7. melakukan fasilitasi kekayaan intelelitual;
8. melindungi hasil kreativitas;
9. men)rusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;dan
10. melatsanakan monitoring darr evaluasi pengembangaJr

ekosistem ekonomi kreatif.
c. melaksalakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas jabatarnya.

Pasa.l 38

Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai
tugas menyiapkan bahan pemmusan dan me la_ksana_kan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaan bidalg pengembanga.n surnber
daya pariwisata, yang meliputi:
a- melaksaaakal peningkatan kapasitas sumber daya manusia

pariwisata darr ekonomi kreatif tingkat dasar, meliputi
1. mengembangkan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi

kreatif tingkat dasar;
2, meningkatkan peran serta masyarakat datam pengembangan

kemitraan pariwisata;
3. mengadakal pelatihar dasar SDM kepariwisataan bagi

masyarakat, guru dal pelajar (mahasiswa dan/atau Siswa);
4. melalsanakal sertihkasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang

pariwisata;
5. memfasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan

kon servasi ekonomi kreatif.
6. memfasilitasi p"rrg"-b"rgL kompetensi sumber daya manusia

ekonomi kreatif;dan
7. melakukan monitoring darl eva.luasi pengembangan sumber daya

pariqdsata dan ekonomi kreatif_
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b. mengembangkan kapasitas peLaku ekonomi kreatif, meliputi:
1. melaksanakan pelatihan, bimbinga-n teknis, dan pendampingan

ekonomi kreatif;
2. meLakukaa dul<ungan fasilitasi menghadapi perkembangan

teknologi di dunia usaha;
3. melakukan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang

ekonomi kreatif; darr
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yarg diberikan oleh Kepala

Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sesuai dengarl tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
UPT

Pasal 39

(1) Untuk melaksanalan tugas teknis operasional dan atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipirnpin oleh Kepa.la UPI
yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

Pembentukar, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagairnana dima-ksud
dalam Pasal 39ayat(1) diatur lebih lanjut dengal Peraturar Bupati.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasa.l 41

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fturgsional pada DINPORAPAR.

(2) Pejabat tungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berkedudukan di bawah darl bert€Iggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinar Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengar
pelal(sanaal tugas Jabatan F\rngsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatal, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuar peraturan perunda-ng-unda.ngal.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentual peraturan perundarg-undangan.
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Pasal 42

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dart fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peratuian
perundang-undangal.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepa.la UPT, darr Jabatan Fungsional da.lam
melaksanakan tugasnya berdasarkan ketontuan peraturan perundang-
undangan da-n kebijakan yarrg ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional dalam
melalsanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip ma-najemen
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaal,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidarg tugas
masing-masing.

Pasal 45

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimalsud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepa.la UPI dan Jabatan Fungsiona.l dalam
melaksalalan tugasnya memperhatikal prinsip-prinsipmanajemen
yang meliputi perencanaan, pengorgalisasian, pelaksanaan,
monitoring, 

. 
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas

rnasrng-masrng.

( r ) Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidarg, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam
memirnpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta
petunjuk-petunjuk bagi melaksanakaJr tugas bawahan masing-
masrng.

Pasal 46
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(2) Kepala DINPORAPAR, Sekret€ris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
dar Subkoordinator, da-n Kepala UPI wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertarggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikar laporar tepat wa.ktu.

(3) Dalam menyampaikan laporar masing-masing kepada atasan,
tembusan Laporan dapat disampaikal kepada satuarr organisasi
Iain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPORAPAR, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, dan Kepala
UPT dari bawahan dapat diolah dar dipergunakan sebagai bahan
menJrusun laporan lebih tanjut dar dijadikan bahar untuk
memberikar petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaiar diatur sesuai
ketentuan peratu-ran perundang-undangan.

Pasal 47

Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbagian,
dan Subkoordinator, Kepala UPI, dan Jabatan Fungsional diangkat
dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenalg sesuai ketentuan
peraturan perundarl g-undangan.

Pasal 48

(1) DINPORAPAR wajib men'.usun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
bebar ke{a.

(2) Penyusunan kebutuhan jumtah darl jenis jabatal aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasankan prioritas kebutuhan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 78 Ta}lun 2O21 tentang Penjabaran Ttrgas pokok,
FUngsi Dan Tata Keda Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67
Tahun 2O21 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi Dan Tata Keda
Dinas Pariwisata dan KebudayaaJr Kabupaten Purworejo, dicabut dart
dinyatal<an tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturar Bupati ini mulai berlaku pada targga_l I Jan.uai 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangal
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaeraI
Kabupaten Purworejo.

Pilst"Fkan di Purworejo
pada tanggal 24 !tq,t.rt r Aa2t

I BUPATT PURWORE TOI

{ AGUS BASTI

Diundangka:r di Purworejo
pada tanggal 24 g.frt.rl.t 2a2,

t SEKRETARTS "^":ff UPATEN PURWORE.IO,

( sArD RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO
TAHUN A.Pl NOMOR 94 SERI INoMoR4r
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BAGAIT ORGAI{IAAsI
DIITAS PETDIDTI(AIT, NIPEUT'D/TAIT, DAIT OLIIHRAOA
DAIT PARIWIEATA I(ABUPATEN PURWORE'O

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
KEDIJDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KER-IA DINAS KEPEMUDAAN,
OT,AHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWORE.JO

/ BUPATI PURWORBJOI
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KEPAII.
DINPORAPAR

SEKRETARIATJABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

SUB BAGIAN
KEUANCAN

SUB BACIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
KEPEMUDAAN DAN

KEPRAMUKAAN

JABATAN
FUNGSIONAI,

BIDANG
OLAHRAGA

BIDANG
DESTINASI PARMISATA

JABATAN
FlJNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PEMASARAN PARIWISATA,

SUMBER DAYA PAITIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

JABATAN
FUNGSIONAI

UPT
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